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MOTTO 
 

“Tidak penting apa pun agamamu atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan 

sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah tanya apa 

agamamu” 

_Abdurrahman Wahid ( Gus Dur )_ 

 

“Jangan kerdilkan dirimu dengan takabur, jangan sempitkan dadamu dengan 

dengki, dan jangan keruhkan pikiranmu dengan amarah” 

_Ahmad Mustofa Bisri ( Gus Mus )_  

 

“Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah. Tuhan tidak wewajibkan 

manusia untuk menang sehingga kalah pun tidak berdosa. Yang penting adalah 

apakah seseorang berjuang atau tak berjuang” 

_Emha Ainun Najib ( Cak Nun )_ 

 

“Menghina Tuhan tak perlu dengan umpatan atau membakar kitab-Nya, khawatir 

cita-cita ketinggian saja itu sudah menghina Tuhan” 

_Sujiwo Tejo_  
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BAB 1. PENDAHULUAN 
 

1.1 Alasan Pemilihan Judul  

Kesejahteraan sosial adalah masalah yang sering dihadapi oleh semua 

negara terlebih untuk negara yang tergolong miskin maupun negara berkembang. 

Indonesia adalah salah satu dari negara berkembang tersebut, karena Indonesia 

sering kali melakukan pinjaman Internasional untuk melakukan pembangunan 

dalam negeri. Meskipun sudah ada negara yang menghapus Indonesia dari daftar 

negara berkembang dan memasukkan Indonesia ke dalam kategori  negara maju 

contohnya Amerika serikat, tetapi tetap saja pada kenyataannya Indonesia masih 

menjadi negara berkembang. Indonesia masih harus berbenah dalam banyak hal 

seperti pengentasan kemiskinan, perngurangan jumlah pengganguran, 

pembangunan infrastruktur yang mendukung perkembangan perekonomian, 

pemerataan pendapatan serta pemberian jaminan keamanan maupun jaminan 

kesehatan. 

Jaminan kesehatan harus menjadi fokus utama pemerintah untuk 

meningkatkan kesejahteraan. Karena kesehatan menjadi modal utama untuk 

segala aktivitas manusia. Pembangunan kesehatan akan menjadi investasi yang 

cukup besar terutama terhadap sumber daya manusia. Salah satu amanat UU No 

40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional adalah jaminan kesehatan 

dimana negara mempunyai kewajiban memberikan jaminan kesehatan kepada 

setiap warga negara agar mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu 

untuk memenuhi kebutuhan dasar akan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah salah 

satu komponen sistem jaminan sosial nasional. Tetapi hingga saat ini jaminan 

kesehatan tersebut belum menjangkau seluruh pelosok negeri, padahal jaminan 

kesehatan tersebut menjadi hak mutlak bagi warga negara Indonesia. Banyak 

faktor yang dapat mempengaruhi pemberian jaminan kesehatan diantaranya 

adalah faktor kemampuan keuangan negara dan pengaruh politik dalam hal ini 

adalah kebijakan pemerintah.  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


2 
 

 
 

Pemerintah mulai berkomitmen untuk segera mewujudkan jaminan 

kesehatan yang berskala nasional atau yang biasa disebut Jaminan Kesehatan 

Nasional. Program jaminan kesehatan nasional ini diselenggarakan secara 

nasional berdasarkan prinsip asuransi dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin 

agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 

dalam pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan. Prinsip asuransi meliputi beberapa 

aspek yaitu kegotong-royongan, antara si kaya dan si miskin, yang sehat dan yang 

sakit, kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif, serta iuran berdasarkan 

presentase upah atau penghasilan. Sedangkan prinsip asuransi sosial berarti 

kesamaan dalam hal memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya 

dan tidak berkaitan dengan jumlah iuran yang dibayarkannya. 

Jaminan kesehatan ini diwujudkan dengan diluncurkannya Kartu 

Indonesia Sehat yang dimana pemegang kartu ini bisa mendapakan pelayanan 

kesehatan tanpa terkecuali. Pemerintah juga menunjuk BPJS Kesehatan untuk 

melakukan pengelolaan sekaligus pelayanan terhadap pemegang kartu ini. 

Meskipun ada beberapa perusahaan asuransi yang juga menyediakan perlindungan 

akan kesehatan tetapi program JKN-KIS ini tetap menjadi pilihan utamanya untuk 

masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah karena peserta bisa 

mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa ada  biaya sedikitpun. Semua penduduk 

Indonesia wajib menjadi peserta JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. 

Ada beberapa jenis kepesertaan dalam BPJS Kesehatan yang meliputi Penerima 

Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima 

Upah (PBPU), Bukan Pekerja atau Pensiunan (BP). Tidak semua penduduk bisa 

mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah, karena bantuan iuran dari pemerintah 

hanya diperuntukkan untuk golongan fakir miskin dan rakyat yang tidak mampu 

maka masyarakat dapat mendaftarkan sebagai Peserta Bukan Penerima Upah 

(PBPU) jika memang bekerja mandiri atau non PNS, karena untuk PNS sudah 

otomatis menjadi peserta yang sistem iurannya dengan potong gaji. PBPU ini 

meliputi wiraswasta, petani, peternak, nelayan, supir dan lain lain. 

Kepesertaan PBPU ada 3 tingkatan kelas yang bisa dipilih saat melakukan 

pendaftaran yaitu kelas 1, 2 dan 3. Yang mana masing-masing kelas menawarkan 
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fasilitas kamar yang berbeda. Tentu saja jumlah iuran yang harus dibayar tiap 

bulannya berbeda pula. Hal ini dilakukan agar peserta dapat melakukan 

penyesuaian terhadap jumlah pendapatan setiap bulannya. Meski begitu 

ketidakpastian ekonomi serta kebijakan pemerintah membuat peserta harus selalu 

menyesuaikan diri jika terjadi kenaikan jumlah iuran karena untuk menjaga 

kelangsungan program kesehatan ini pemerintah pasti akan melakukan 

penyesuaian iuran agar tidak terjadi defisit anggaran. Pentingnya masyarakat 

untuk mengetahui bahwa perubahan kelas rawat dalam kepesertaan PBPU atau 

mandiri ini bisa dilakukan, agar saat terjadi kenaikan iuran masyarakat tetap dapat 

membayar iuran tiap bulannya. Hal ini dilakukan agar tidak ada peserta yang telat 

bayar atau menunggak maupun gagal bayar karena pendapatan tiap bulannya tidak 

dapat mencukupi untuk membayar iuran. Menunggak maupun gagal bayar dapat 

berakibat pada nonaktifnya status kepesertaan dimana peserta dapat kehilangan 

hak sebagai peserta jaminan kesehatan. 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah 

transformasi dari PT Askes yang dibentuk untuk melayani masyarakat dalam hal 

penyedia jaminan sosial kesehatan. BPJS Kesehatan mempunyai tugas untuk 

memberikan layanan kepada masyarakat yang meliputi sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai pentingnya mempunyai jaminan kesehatan, memberikan 

layanan kepada masyarakat mulai dari proses pendaftaran menjadi peserta, Proses 

perubahan data peserta, pendaftaran bayi baru lahir maupun pensiunan. BPJS 

Kesehatan mempunyai unit kerja vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia, yang 

terdiri dari kantor cabang (KC) dan kantor layanan operasional kabupaten 

(KKLOK). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa 

Timur salah satunya ada di Jember. Tahun 2020 ini adalah tahun pelayanan 

terhadap peserta maka BPJS Kesehatan Cabang Jember menunjukkan 

komitmennya dengan bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Jember untuk 

menindak para pelaku usaha yang tidak patuh terhadap peraturan pembayaran 

iuran jaminan kesehatan untuk karyawannya. BPJS Cabang Jember juga 

menggalakkan masyarakat untuk menggunakan aplikasi JKN MOBILE agar 

pelayanan tetap bisa dilakukan dimana saja hanya menggunakan smartphone 
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peserta. BPJS Kesehatan Cabang Jember mempunyai wilayah kerja yang meliputi 

Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang. 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

1.2.1  Tujuan Praktek Kerja Nyata 

 Tujuan dari Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui dan memahami Prosedur Administrasi Perubahan 

Kelas Rawat Peserta Mandiri pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang 

Jember 

b. Untuk membantu pelaksanaan kegiatan administrasi Perubahan Kelas 

Rawat Peserta Mandiri pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jember 

c. Mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi dalam kegiatan 

Administrasi Perubahan Kelas Rawat Peserta Mandiri pada Kantor BPJS 

Kesehatan Cabang Jember 

1.2.2  Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

Untuk memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman kerja praktis 

temtang pelaksanaan kegiatan administrasi Perubahan Kelas Rawat Peserta 

Mandiri pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jember 

1.3 Obyek dan Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

1.3.1  Obyek kegiatan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada Kantor Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Jember yang beralamat di Jalan Riau No. 24 

Krajan Barat Sumbersari Jember 

1.3.2 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan mulai dari tanggal 06 Januari 2020 

sampai 06 Maret 2020, dengan menghabiskan waktu atau hari kerja sebanyak 44 

hari. Adapun jam kerja yang dilaksanakan pada Kantor Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Jember sebagai berikut: 
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Senin-Kamis 

a. Jam Kerja  : Pukul 08.00 – 17.00 

b. Jam Istirahat : Pukul 12.00 – 13.00  

 

Jumat 

a. Jam Kerja  : Pukul 08.00 – 17.00 

b. Jam Istirahat : Pukul 08.00 – 17.00 

Sabtu – minggu  : Libur 

1.4 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

NO Kegiatan Praktek Kerja Nyata 
Minggu Ke- 

Jam 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Briefing dari Kepala Cabang 

serta arahan dari pembina 

magang 

X        2 Jam 

2 Pelayanan Peserta di Frontline 

X
 

X X  X X   80 Jam 

3 Inputing data Kepala Desa 

Kabupaten Jember  X       40 Jam 

4 Inputing data Kepala Desa 

Kabupaten Lumajang 
 

 
 X      40 Jam 

5 Mobile Customer Service 

(MCS) ke desa dan kelurahan  X X X X X X X X 10 Jam 

 

Dilanjutkan ke halaman 6 
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Lanjutan Tabel 1.1, Halaman 5 

NO Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

Minggu Ke - 

Jam 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Rekapitulasi data Badan usaha 

yang menuggak pembayaran     X    33 Jam 

7 Rekapitulasi jumlah tagihan 

tiap Badan Usaha      X   25 Jam 

8 Registrasi data tagihan Badan 

Usaha baru     X   X  38 Jam 

9 Sosialisasi kepada Badan 

Usaha yang belum terdaftar di 

BPJS Kesehatan 
     X  X 15 Jam 

 TOTAL         283 Jam 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Prosedur 

Prosedur berasal dari bahasa Inggris “procedure” yang bisa diartikan 

sebagai cara atau tata cara. Akan tetapi kata procedure lazim digunakan dalam 

kosakata Bahasa Indonesia yang dikenal dengan kata prosedur. Dalam Kamus 

Manajemen, prosedur berarti tata cara melakukan pekerjaan yang telah 

dirumuskan dan diwajibkan. Biasanya prosedur meliputi bagaimana, bilamana dan 

oleh siapa, tugas harus diselesaikan. Dalam hal ini prosedur merupakan suatu 

tahapan dalam menyelesaikan suatu aktivitas yang dapat memecahkan suatu 

masalah. Misalnya, dalam suatu perusahaan terdapat banyak dokumen yang 

berbeda jenis dan manfaatnya, untuk menata dokumen tersebut agar terlihat rapi 

dan mudah ditemukan maka kita harus bisa memilah dokumen sesuai jenis dan 

manfaatnya yang kemudian difilekan ke box yang sudah tersedia. Dengan 

demikian, sangat diperlukan sebuah prosedur yang baik dan benar untuk 

diterapkan pada perusahaan.  

Pengertian Prosedur menurut beberapa para ahli. Menurut Mulyadi 

(2013:5) Prosedur adalah Suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 

Sedangkan menurut Zaki Baridwan (2009:30) Prosedur merupakan suatu urutan-

urutan pekerjaan krekikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu 

bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam 

terhadap transaksi-transaksi perusahaan yng sedang terjadi.  

Menurut Ida Nuraida (2008:35), “Prosedur adalah urutan langkah-langkah 

(atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, 

berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana 

melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya”. Menurut 

Irra Crisyanti (2011:143) prosedur adalah Tata cara kerja yaitu rangkaian 

tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan 
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merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan 

mencapai tujuan akhir. 

Pengertian Prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan 

sebagai berikut: 

1. Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. 

2. Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu 

masalah. 

Definisi Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau 

operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar 

selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal prosedur 

kesehatan dan keselamatan kerja. Lebih tepatnya, kata ini bisa mengindikasikan 

rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, 

perhitungan-perhitungan dan proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian 

pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau 

sebuah akibat yang akan diselesaikan sesuai dengan tujuan. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur 

merupakan suatu urutan yang tersusun, yang biasanya melibatkan beberapa orang 

dalam suatu bagian departement atau lebih, serta disusun untuk menjamin 

penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi 

berulang-ulang, karena prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal, sedangkan 

kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi 

dalam formulir, buku jurnal dan buku besar maka kegiatan yang dilakukan adalah 

menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, 

memindah dan membandingkan.  

Dalam pelaksanaan prosedur, ada beberapa aturan-aturan formal yang harus 

ditaati, yaitu : 

1. Prosedur harus dijalankan sesuai dengan struktur, maksud, dan ruang 

lingkup kegiatan 

2. Prosedur harus diterangkan oleh penanggung jawab 
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3. Prosedur harus dijalankan dengan menggunakan acuan berupa 

dokumen–dokumen terkait 

4. Prosedur harus diaplikasikan dengan menggunakan berbagai macam 

bahan, alat, dan juga dokumen yang sesuai 

5. Prosedur harus dilengkapi dengan informasi atau pun catatan 

pengendalian 

6. Prosedur harus dilengkapi dengan lampiran–lampiran yang sesuai  

7. Prosedur harus dikontrol dengan menggunakan dokumentasi atau pun 

rekaman penjalanan prosedur. 

2.1.1  Karakteristik Prosedur 

  Karakteristik prosedur yang dikemukakan oleh Mulyadi (2013:5) 

menyatakan terdapat beberapa karakteristik prosedur, di antaranya sebagai berikut 

: 

a. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi. 

Dengan adanya prosedur, suatu organisasi dapat mencapai tujuannya 

karena melibatkan beberapa orang dalam melakukan kegiatan 

operasional organisasinya dan menggunakan suatu penanganan segala 

kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. 

b. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan 

menggunakan biaya yang seminimal mungkin. 

Pengawasan atas kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik karena 

kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah 

ditetapkan. Selain itu, biaya yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

tersebut dapat diatur seminimal mungkin karena kegiatan yang 

dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 

c. Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana. 

Dalam suatu prosedur yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam 

menjalankan segala kegiatannya, biasanya prosedur tersebut 

menunjukan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dan rangkaian 

tindakan tersebut dilakukan seragam. 
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d. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung 

jawab. 

Penetapan keputusan yang dibuat oleh pimpinan organisasi merupakan 

keputusan yang harus dilaksanakan oleh para bawahannya untuk 

menjalankan prosedur kegiatan yang sudah ada. Selain itu, keputusan 

atas orang-orang yang terlibat dalam menjalankan prosedur 

tersebut,memberikan suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan 

oleh para pelaksana tersebut sesuai dengan tugasnya masing-masing. 

e. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan. 

Apabila prosedur yang sudah ditetapkan oleh suatu organisasi 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka hambatan 

yang akan dihadapi oleh pelaksana kecil kemungkinan akan terjadi. Hal 

ini menyebabkan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga 

tujuan organisasi yang ingin dicapai oleh organisasi yang ingindicapai 

organisasi dapat terlaksana dengan cepat. 

2.1.2  Manfaat Prosedur 

Selain karakteristik prosedur Mulyadi (2010:5) menyatakan mengenai 

manfaat dari prosedur, di antaranya sebagai berikut : 

a. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan 

dimasa yang akan datang.  

Jika prosedur yang telah dilaksanakan tidak berhasil dalam pencapaian 

tujuan organisasi maka para pelaksana dapat dengan mudah 

menentukan langkah-langkah yang harus diambil pada masa yang akan 

datang. Karena dari prosedur tersebut dapat diketahui kesalahan-

kesalahan yang terjadi sehingga pencapaian tujuan organisasi tidak 

berhasil.  

b. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas. 

Dengan prosedur yang dilaksanakan secara teratur, para pelaksana tidak 

perlu melakukan pekerjaan secara berulang-ulang dan melakukan 

pelaksanaan kegiatan secara teratur dan rutin. Sehingga para pelaksana 
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dapat melaksanakan kegiatannya secara sederhana dan hanya 

mengerjakan pekerjaan yang memang sudah menjadi tugasnya. 

c. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus 

dipatuhi oleh seluruh pelaksana. 

Berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan, maka 

para pelaksana mengetahui tugasnya masing-masing. Karena dari 

prosedur tersebut dapat diketahui program kerjayang akan 

dilaksanakan. Selain itu, program kerja yang telah ditentukan dalam 

prosedur tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh pelaksana. 

d. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif 

dan efisien. Dengan prosedur yang telah diatur oleh perusahaan, maka 

para pelaksana mau tidak mau harus melaksanakan tugasnya masing-

masing sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini menyebabkan 

produktifitas kinerja para pelaksana dapat meningkat, sehingga tercapai 

hasil kegiatan yang efisien dan efektif. 

e. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam 

pengawasan. Pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh 

para pelaksana dapat dilakukan dengan mudah bila para pelaksana 

melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur yang akan 

terjadi pun dapat dicegah, tetapi apabila terjadi penyimpangan dalam 

pelaksanaan kegiatan, maka akan apat segera diadakan perbaikan-

perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing. 

2.2  Administrasi 

Pengertian kata “Administrasi” dapat dirumuskan sebagai kerjasama 

manusia yang didasarkan pada pertimbangan rasionalitas untuk mencapai tujuan 

bersama, dalam pemikiran filsafat eksistensialisme adalah sesuatu yang fiktif 

dimana manusia dipandang dan dipikirkan secara rasional dapat berkerjasama 

karena hakekat kemanusiannya (cipta, karsa, dan rasa). Sedangkan pengertian 

administrasi secara konseptual adalah tidak dapat berada apalagi kerjasama adalah 

sesuatu yang fiktif, dimana keberadaanya tergantung pada manusia berinteraksi 

secara aktual. Secara umum ada dua pengertian Administrasi yaitu sebagai berikut  
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1. Administrasi dalam Arti Sempit 

Menurut Handayaningrat (2002:2) dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu 

Administrasi dan Manajemen sebagai berikut : Administrasi secara sempit berasal 

dari kata Administratie (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan cata-mencatat, 

surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang 

bersifat teknis ketatausahaan (clerical work). Dari definisi tersebut dapat 

disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan 

yang meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan 

pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan 

informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.  

2. Administrasi dalam Arti Luas  

Istilah atau kata Administrasi dan kata Manajemen sudah sangat populer di 

kalangan masyarakat, mereka sudah menjalankan administrasi dan manajemen. 

Yang dimaksud adalah masyarakat yang telah dan sedang menjalankan praktek 

kerja. Sedangkan taruna atau peserta didik lainnya belum menyadari atau 

memahami apakah mereka sudah menjalankan administrasi atau manajemen. 

Dengan pembelajaran ilmu administarsi dan manajemen dimaksudkan agar para 

pelaku administrasi dan manajenem dapat mengatur di dalam organisasinya dan 

melaksanakan pelayanan yang prima pada masyarakat dengan prinsip-prinsip 

organisasi dan manajemen yang benar. Dengan sistematika administrasi yang 

baik, pelaksanaan tugas-tugas administrasi dapat lebih efektif dan efisien. Dengan 

manajemen yang baik, fungsi-fungsi manajemen dapat bekerja sebagaimana 

mestinya secara proporsional dan profesional. Lalu, Kegiatan administrasi adalah 

proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Adminsitrasi dalam arti luas berasal dari kata Administration (bahasa 

Inggris) yang dikemukakan beberapa ahli dan dikutip oleh Soewarno 

Handayaningrat dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan 

Manajemen (2002:2). Administrasi dalam arti luas yaitu : Leonard D. White 

dalam bukunya Introduction to The Study of Public Administration mengatakan : 
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Administration is a process common to all group effort, public or private, civil or 

military, large scale or small scale... etc. (Administrasi adalah suatu proses yang 

pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara, swasta, sipil, atau 

militer, usaha besar atau kecil, dan sebagainya). 

Menurut H. Rahmat (2013:23) Secara etimologis “administrasi” berasal 

dari bahasa latin, yaitu kata ad dan ministrare. Kata ad artinya intensif, sedangkan 

ministrare artinya melayani, membantu, atau mengarahkan. Jadi, pengertian 

administrasi adalah melayani secara insentif. Administrasi juga dapat diartikan 

sebagai pelayanan terhadap semua kebutuhan institutional dengan cara efektif dan 

efesien. Administrasi merupakan salah satu komponen dari sistem yang 

subsistemnya saling berkaitan satu dengan lainnya. Selain itu administrasi 

merupakan aktivitas-aktivitas untuk mencapai suatu tujuan, atau proses 

penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam 

administrasi diperbincangkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 

evaluasi. Jika yang dimaksud adalah bidang usaha maka administrasi membahas 

semua aspek formal dan material yang berpengaruh terhadap kemajuan usaha 

tersebut. 

Menurut The Liang Gie (2009:9) dalam bukunya adminstrasi perkantoran 

modern mengatakan bahwa : “Administrasi secara luas adalah serangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk 

mencapai tujuan tertentu”. Administrasi secara luas tersebut menjelaskan bahwa 

serangkaian kegiatan yang memerlukan proses kerja sama dan bukan merupakan 

hal yang baru karena dia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban 

manusia.  

 Menurut Siagian (2008:2) dalam buku Filsafat Administrasi mengatakan: 

“Administrasi adalah satu keseluruan proses kerjasama antara dua orang manusia 

atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya”. Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa pengertian 

tentang administrasi oleh pendapat para ahli bahwa pada dasarnya administrasi 
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merupakan kegiatan dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas 

rasionalitas tertentu melalui suatu kerjasama di dalam suatu organisasi untuk 

mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

2.2.1 Unsur-unsur Administrasi 

Menurut The Liang Gie (2010:30) Dalam proses operasional administratif 

terdapat sejumlah unsur yang saling berkaitan antara satu dan lainnya, apabila 

salah satunya tidak ada proses pelaksanaan administrasi akan tidak teratur. Unsur-

unsur tersebut adalah : 

a. Organisasi, yaitu unsurpertama dari admnistrasi yaitu kegiatan-kegiatan, 

tugas, wewenang, dan tanggung jawab. 

b. Manajemen, yaitu rangkaian perbuatan menggerakkan orang-orang dan 

mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan tercapai. 

c. Komunikasi, yaitu rangkaian perbuatan menyampaikan berita dari satu 

pihak kepada pihak lain dalam usaha kerja sama. 

d. Keuangan, yaitu pengelolaan berbagai macam segi pembiayaan dan 

pertanggung-jawaban keuangan 

e. Tata usaha, yaitu pencatatan, pengiriman, dan penyimpanan berbagai 

macam keterangan yang diperlukan. 

f. Kepegawaian, yaitu rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga 

kerja yang diperlukan dalam usaha kerja sama yang bersangkutan. 

g. Perbekalan, yaitu rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur 

pemakaian, mendaftar, dan memelihara. 

h. Hubungan Masyarakat, yaitu kegiatan menciptakan hubungan baik dan 

dukungan dari masyarakat sekeliling usaha kerja sama yang 

bersangkutan. 

2.2.2 Fungsi Administrasi 

Menurut H. Rahmat (2013:56) Fungsi administrasi yang keberadaannya 

sangat penting, yaitu sebagai berikut : 
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a. Planning (Perencanaan) adalah penyusun perencanaan memerlukan 

kegiatan administrasi, seperti pengumpilan data, pengolahan data, 

penyusunan perencanaan. 

b. Organizing (Pengorganisasian) adalah aktivas menyusun dan membentuk 

hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu 

kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan. 

c. Staffing yaitu salah satu fungsi dari manajemen yang menyusun 

personalia pada suatu organiasik mulai dari merekrut tenaga kerja, 

pengembangannya sampai dengan usaha untuk setiap tenaga petugas 

memberi daya guna yang maksimal kepada organisasi. 

d. Directing (pengarahan atau bimbingan) adalah fungsi manajemen yang 

berhubungan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, untuk 

tugas yang dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju dari yang 

telah di terapkan semula. 

e. Coordinating adalah sebagian dari fungsi manajemen untuk melakukan 

sejumlah kegiatan agar berjalan baik dengan menghindari terjadinya 

kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan yang dilakukan dengan 

menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan 

sehingga ada kerja sama yang terarah dalam usaha untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

f. Reporting adalah menejemen yang berada pada penyampaian 

perkembangan atau hasil dari kegiatan dengan pemberian keterangan dari 

tugas dan fungsi para pejabat yang lebih tinggi baik lisan maupun tulisan 

sehingga dalam menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang 

pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan. 

2.2.3 Tujuan Administrasi 

Agar prinsip yang ditentukan terlaksana dengan baik, semua objek 

administrasi harus di organisasikan dengan baik sehingga penerapan prinsip 

efisiensi relevan dengan tujuannya. Seluruh kegiatan administrasi difokuskan 
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pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada umumnya 

pelaksanaan administrasi bertujuan sebagai berikut : 

a. Tercapainya fleksibilitas dalam proses administrasi. 

b. Terwujudnya efisiensi efektivitas pelaksanaan administrasi. 

c. Terlaksananya administrasi berkelanjutan. 

d. Efektivitas produksi. 

e. Efisiensi. 

f. Kemampuan menyesuaikan diri (adaptiveness). 

g. Kepuasan kerja. 

2.2.4 Ciri-ciri Administrasi 

Administrasi memiliki beberapa ciri-ciri antara lain sebagai berikut: 

a. Administrasi mempunyai target dan tujuan yang jelas 

b. Setidaknya ada dua orang atau lebih dalam kegiatan administrasi 

c. Pola atau sistem yang dibentuk adalah kerjasama 

d. Administrasi berarti bentuk pengaturan dari tata usaha 

e. Terdapat struktur atasan (pimpinan) dan karyawan. 

2.2.5 Ruang Lingkup Administrasi 

Ruang lingkup di bawah ini terdiri dari informasi atau keterangan tentang 

suatu hal atau peristiwa yang diperoleh terutama melalui pembacaan atau 

pengamatan. Ruang lingkup administrasi menurut The Liang Gie (2007:16) yaitu: 

a. Menghimpun, Adalah suatu kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan 

informasi atau keterangan secara detail kemudian di simpan untuk tujuan 

agar nanti bisa digunakan bila diperlukan. 

b. Mencatat/menuliskan/mengetik, Adalah kegiatan lanjuatan dari kegiatan 

menghimpun data agar dapat disimpan, dibaca atau dikirim. 
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c. Mengelola, Adalah mengelola atau menganalisis suatu bentuk data 

administrasi yang telah ada atau yang sudah ada, guna mendapatkan hasil 

dari data yang di himpun. 

d. Menyimpan, Adalah kegiatan mengamankan dokumen atau 

mendokumentasikan data dengan berbagai cara yang nantinya untuk di 

gunakan kembali jika di perlukan. 

e. Mengirim, Adalah kegiatan berbagi data atau file ke pihak lain baik dari 

dalam organisasi ataupun dari luar organisasi. 

2.3  Kelas Rawat 

Ada tiga tingkatan kelas rawat yang bisa dipilih oleh peserta mandiri 

jaminan kesehatan. Masing-masing kelas memliki tingkatan fasilitas kamar yang 

berbeda. Adapun tingktang kelas tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Ruang Perawatan Kelas 1 

Ruang perawatan kelas 1 adalah kelas yang paling tinggi yang 

bisa diperoleh. Tak hanya besar iurannya tetapi juga berimbang dengan 

fasilitas yang ditawarkan, dimana masing-masing peserta akan 

ditempatkan diruangan yang hanya berisi 2 hingga 4 orang saja. Di 

samping itu, jika peserta ingin naik ke kelas yang lebih tinggi caranya 

cukup mudah, karena peserta hanya perlu membayar kekurangan biaya 

kelas VIP yang ditangguhkan oleh pihak BPJS Kesehatan. 

 

2. Ruang Perawatan Kelas 2 

Secara umum tingkat fasilitas pelayanan pada kelas 2 hanya 

berada satu tingkat dibawah kelas 1. Tak hanya lebih murah fasilitas 

yang ditawarkan pun sedikit berbeda. Berbeda dengan peserta kelas 1, 

fasilitas kamar kelas 2 lebih minim privasi. Karena akan mendapatkan 

pelayanan kamar yang terdiri dari 5 orang atau lebih. Meskipun begitu 

peserta kelas 2 masih bisa mendapatkan pelayanan kelas 1 atau bahkan 

VIP dengan cara membayar biaya kekurangan yang ditangguhkan oleh 

BPJS Kesehatan. 
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3. Ruang Perawatan Kelas 3 

Sebagian dari kepesertaan kelas 3 adalah berasal dari masyarakat yang 

ekonominya menengah kebawah atau bisa juga peserta penerima bantuan 

iuran dari pemerintah. Fasilitas yang ditawarkan pun berkapasitas bisa 

lebih dari 6 orang tergantung fasilitas kesehatannya.  

2.4  Peserta Mandiri BPJS Kesehatan 

Peserta mandiri atau PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) jaminan 

kesehatan nasional BPJS Kesehatan adalah setiap orang yang bekerja atau 

berusaha atas risiko sendiri, yang terdiri dari: Notaris/Pengacara/LSM, 

Dokter/Bidan Praktek Swasta, Pedangang/Penyedia Jasa, Petani/Peternak, 

Nelayan, Supir, Ojek, Montir dan pekerja lain yang mampu membayar iuran. 

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004, dijelaskan bahwa peserta 

jaminan sosial adalah setiap orang, warga Indonesia termasuk orang asing yang 

bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Jadi kita 

semua wajib ikut BPJS Kesehatan tanpa terkecuali.  

Tua, muda, pekerja, penganguran, miskin, kaya, semuanya, yang penting 

masih bernyawa wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Khusus untuk 

masyarakat yang tidak mampu, iurannya akan dibayarkan oleh pemerintah. Dan 

pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres Nomor 86 Tahun 2013, yang berisi 

tentang sanksi atau hukuman bagi masyarakat maupun badan usaha yang bandel 

tidak mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Kesehatan. 

2.5  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan 

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) 

merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan 

Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, 

Penerima Pensiun PNS dan TNI atau POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan 

beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. BPJS 

Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan 

yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial 
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Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan 

Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.  

BPJS Kesehatan memiliki gabungan antara kedua fungsi badan usaha dan 

fungsi pemerintahan, yang tercermin dalam status BPJS Kesehatan sebagai badan 

hukum publik yang menjalankan fungsi pelayanan umum di bidang 

penyelenggaraan jaminan sosial nasional. BPJS Kesehatan juga dibentuk dengan 

modal awal dibiayai dari APBN dan selanjutnya memiliki kekayaan tersendiri 

yang meliputi aset BPJS Kesehatan dan aset dana jaminan sosial dari sumber-

sumber sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Kewenangan BPJS 

Kesehatan meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan dapat mewakili 

Indonesia atas nama negara dalam hubungan dengan badan-badan Internasional. 

Kewenangan ini merupakan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan badan 

hukum maupun lembaga negara lainnya. Maka dari itu, BPJS Kesehatan 

merupakan salah satu bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN), sehingga 

pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan kepada Presiden sebagai kepala 

pemerintahan negara. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi 

Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU 

No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS 

Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014. Semenjak BPJS Kesehatan bertugas 

sebagai pemberi jaminan kesehatan nasional. 
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BAB 3. GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA NYATA 

3.1  Latar Belakang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

Jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak 

zaman kolonial Belanda. Dan setelah kemerdekaan, pada tahun 1949, setelah 

pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda, upaya untuk menjamin 

kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pegawai negeri sipil 

beserta keluarga, tetap dilanjutkan. Prof. G.A. Siwabessy, selaku Menteri 

Kesehatan yang menjabat pada saat itu, mengajukan sebuah gagasan untuk perlu 

segera menyelenggarakan program asuransi kesehatan semesta (universal health 

insurance) yang saat itu mulai diterapkan di banyak negara maju dan tengah 

berkembang pesat. Pada saat itu kepesertaannya baru mencakup pegawai negeri 

sipil beserta anggota keluarganya saja. Namun Siwabessy yakin suatu hari nanti, 

klimaks dari pembangunan derajat kesehatan masyarakat Indonesia akan tercapai 

melalui suatu sistem yang dapat menjamin kesehatan seluruh warga bangsa ini. 

Pada tahun 1968 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang 

secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima 

Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan 

Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus 

di lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana 

Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada 

waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai cikal-bakal Asuransi 

Kesehatan Nasional. Pada Tahun1984, untuk lebih meningkatkan program 

jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara 

profesional, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil,Penerima 

Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya. Dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status badan penyelenggara diubah 

menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti. Pada Tahun1991, berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, kepesertaan program jaminan 
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pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti ditambah dengan 

Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Disamping itu, 

perusahaan diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan 

badan lainnya sebagai peserta sukarela. Pada tahun1992, berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum diubah menjadi Perusahaan 

Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, 

kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan 

kepada peserta dan manajemen lebih mandiri.  

UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada 19 

Oktober 2004, banyak pihak berharap tudingan Indonesia sebagai ”negara tanpa 

jaminan sosial” akan segera luntur. Munculnya UU SJSN ini juga dipicu oleh 

UUD Tahun 1945 dan perubahannya Tahun 2002 dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 

20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) 

mengamanatkan untuk mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hingga 

disahkan dan diundangkan UU SJSN telah melalui proses yang panjang, dari 

tahun 2000 hingga tanggal 19 Oktober 2004. Pada tahun2005, PT. Askes 

(Persero) diberi tugas oleh Pemerintah melalui Departemen Kesehatan RI, sesuai 

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor 

56/MENKES/SK/I/2005, sebagai Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan 

Masyarakat Miskin (PJKMM/ASKESKIN). Pada tahun 2011, dari dasar hukum 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial, Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 UndangUndang Nomor 

40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan 

transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat 

terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Lalu mulai tanggal 1 Januari 2014, PT Askes Indonesia (Persero) berubah nama 

menjadi BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang no. 24 tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sejak tanggal 1 Januari 

2014, PT Askes (Persero) berubah, baik nama, bentuk dan fungsinya menjadi 

BPJS Kesehatan. Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut dan implementasi 
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN) yang antara lain mengamanatkan dapat dilaksanakannya jaminan dan 

perlindungan kesehatan secara semesta bagi seluruh penduduk dan rakyat 

Indonesia. 

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang 

dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 

tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak 

tanggal 1 Januari 2014. Kewenangan BPJS Kesehatan meliputi seluruh wilayah 

Republik Indonesia dan dapat mewakili Indonesia atas nama negara dalam 

hubungan dengan badan-badan Internasional. Kewenangan ini merupakan 

karakteristik tersendiri yang berbeda dengan badan hukum maupun lembaga 

negara lainnya. Maka dari itu, BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk 

Badan Hukum Milik Negara (BHMN), sehingga pelaksanaan tugasnya 

dipertanggungjawabkan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan negara.  

3.1.1   Visi dan misi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

Jember 

a. Visi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah 

Terwujudnya jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. 

b. Misi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jember 

1) Memberikan layanan terbaik kepada peserta dan masyarakat. 

2) Memperluas kepesertaan program jaminan kesehatan mencakup seluruh 

penduduk Indonesia. 

3) Bersama menjaga kesinambungan finansial program jaminan kesehatan. 

3.2  Struktur Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan Jember 

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang dapat menunjukkan 

segenap tugas pekerjaan dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi. Dengan 

adanya organisasi maka kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi 

atau kegiatan yang berbeda bisa dikoordinasikan dengan baik. Pada tahun 2011 

pemerintah mengeluarkan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan 
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Penyelenggara Jaminan Sosial, Serta menunjuk PT. Askes sebagai penyelenggara 

jaminan sosial di bidang kesehatan yang kemudian berubah menjadi BPJS 

Kesehatan yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : 

a. Tugas pokok BPJS Kesehatan sesuai UU Nomor 24 tahun 2011 yaitu, 

1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta 

2) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja 

3) Menerima bantuan iuran dari Pemerintah 

4) Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta 

5) Mmengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial 

6) Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai 

dengan ketentuan program jaminan sosial dan 

7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan 

sosial kepada peserta dan masyarakat 

b. Wewenang BPJS Kesehatan sesuai UU Nomor 24 tahun 2011 yaitu, 

1) Menagih pembayaran Iuran; 

2) Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan 

jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, 

kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai 

3) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan 

pemberi kerja dalam memanuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional 

4) Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar 

pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang 

ditetapkan oleh Pemerintah 

5) Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan 

6) Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang 

tidak memenuhi kewajibannya 
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7) Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai 

ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi 

kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan 

8) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan 

program jaminan sosial. 

Gambar 3.1 adalah bagan atau struktur organisasi Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jember. Struktur organisasi sendiri secara 

umum dapat diartikan sebagai suatu susunan berbagai komponen atau unit-unit 

kerja dalam sebuah organisasi untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. 

Demikian pula BPJS Kesehatan, bahwa perusahaan ini juga menerapkan struktur 

organisasi yaitu struktur organisasi garis seperti dibawah ini : 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)   

Kesehatan Jember 

Sumber : Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  Kesehatan 

Jember, 2020 
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Tugas dan wewenang masing-masing bidang dalam struktur organisasi adalah 

sebagai berikut : 

1. Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :  

a. Bertanggung jawab terhadap semua keputusan atau kebijakan yang 

berlaku di kantor cabang kepada kantor pusat. 

b. Memberikan pengarahan terhadap semua kepala bidang agar 

menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang telah ditetapkan. 

c. Mewakili direksi di wilayah kerjanya untuk melakukan pendekatan dan 

kerja sama dengan berbagai pihak atas nama perusahaan. 

d. Melaporkan perkembangan kinerja secara periodic kepada kantor 

wilayah atau kantor pusat. 

e. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan bank atau 

kegiatan perwakilan sesuai ketentuan yang ditetapkan. 

2. Bidang SDM dan Umum  

a. Melakukan rekonsiliasi data asset.  

b. Pengelolaan surat masuk dan keluar. 

c. Pengawasan seluruh pegawai. 

d. Mengurus tata usaha, perlengkapan rumah tangga, dan menyusun 

rencana strategi akuntabilitas. 

3. Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta 

a. Pengumpulan data peserta 

b. Memberi informasi dan edukasi secara langsung melalui tatap muka 

yang dilakukan di kantor cabang maupun tidak langsung melalui buklet 

ataupun media cetak lainnya. 

c.  Update data peserta jaminan kesehatan. 

d. Pelayanan pendaftaran peserta jaminan kesehatan. 
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4. Bidang Perluasan dan Penegakan Kepatuhan 

a. Evaluasi pemasaran kantor cabang. 

b. Sosialisasi edukasi secara langsung. 

c. Pendataan badan usaha yang sudah terdaftar maupun yang belum 

terdaftar 

d. Memberikan teguran kepada badan usaha yang tidak patuh perihal 

pembayaran iuran. 

5. Bidang Penjamin Manfaat Primer 

a. Menganalisa faskes tingkat 1 (satu). 

b. Monitoring obat. 

c. Pendaftaran FKTP dan FKTL. 

d. Audit mutu pelayanan FKTP. 

 

6. Bidang Penjamin Manfaat Rujukan 

a. Menganalisa kebutuhan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. 

b. Mengolah mutu FKTL. 

c. Melaksanakan utilisasi review. 

d. Melaporkan kinerja FKTL. 

7. Bidang Penagihan Keuangan 

a. Melaporkan perpajakan, membayar giro dan kapitasi. 

b. Penagihan dan pengumpulan iuran serta penerimaan kas kantor. 

c. Melaporkan asset data dan laporan keuangan tahunan. 

d. Rekonsiliasi iuran dan Verivikasi bukti setoran  
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3.3  Kegiatan Pokok Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

Jember 

Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jember 

mempunyai tugas menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga 

menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pelayanan umum. Tugas ini 

sebelumnya dijalankan oleh badan usaha milik negara dan sebagian lainnya oleh 

lembaga pemerintahan. 

 3.4 Kegiatan yang Dipilih 

Pelayanan peserta merupakan salah satu bidang yang ada pada Kantor 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jember. Adapun alasan 

bagi penulis memilih kegiatan pelayanan peserta adalah sebagai pembahasan 

penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata untuk memberikan wawasan yang 

berkaitan dengan pelayanan peserta khusunya mengenai perubahan kelas rawat 

sehingga pembaca juga akan memahami apa saja yang dilakukan penulis didalam 

bidang pelayanan peserta pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan Jember. 
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BAB 5. KESIMPULAN 

Berdasarkan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jember, Dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Prosedur Administrasi Perubahan Kelas Rawat dapat dilakukan dengan 3 

(tiga) cara yaitu melalui prosedur administrasi pada kantor cabang BPJS 

Kesehatan terdekat dan akses langsung melalui aplikasi Mobile JKN yang 

bisa di instal pada smartphone peserta serta melalui pelayanan Mobile 

Customer Service jika tempat tinggal jauh dari kantor cabang. Dengan 

ketentuan iuran bulan berjalan harus dilunasi terlebih dahulu, kemudian 

fasilitas dan iuran yang baru akan mulai berlaku di bulan berikutnya. 

2. Kegiatan yang dilakukan oleh Kantor BPJS Kesehatan Jember tidak 

hanya pada Bidang Pelayanan Peserta, ada beberapa hal yang yang 

dikerjakan yaitu menginput data peserta baru dari golongan perangkat 

desa yang termasuk istri dan maksimal tiga anak kemudian melakukan 

distribusi kartu peserta gelombang kedua yang mencakup wilayah Jember 

dan Lumajang serta merekapitulasi data tagihan badan usaha. 

3. Prosedur administrasi perubahan kelas rawat juga mempunyai beberapa 

permasalahan dan kendala utamanya pada proses pelayanannya yang 

sering kali malah membebani peserta jaminan kesehatan dikarenakan 

pada proses perubahan kelas rawat hanya dapat dilakukan oleh seluruh 

anggota keluarga tanpa terkecuali jadi nantinya akan membuat jumlah 

iuran tiap bulannya akan semakin besar, seharusnya BPJS Kesehatan 

membuat prosedur khusus untuk melakukan perubahan kelas rawat dapat 

dilakukan oleh masing-masing individu atau peserta tanpa harus merubah 

kelas rawat seluruh anggota keluarga. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2. Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 3. Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata 

 

 

 

 

Lampiran 4. Halaman Akhir Lembar Absensi Magang 
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Lampiran 4.Lanjutan Daftar Absensi Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 5. Sertifikat Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 6. Form Perubahan Data Peserta 
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Lampiran 7. Form Surat Pernyataan 
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Lampiran 8. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
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